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kan kembali setelah pemohon Perizinan dan Non- REPUBLIK INDONESIA,
perizinan n;emperoleh Keterangan Status Wajib ttd.
Pajak yang memuat status valid sesuai dengan THOMAS TRIKASIH LEMBONG
ketentuan peraturan perundang-undangan di bi-
dang perpajakan. Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2017
Pasal b DIREKTUR JENDERAL
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
tanggal diundangkan. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Agar setiap orang mengetahunnya, meme- REPUBLIK INDONESIA,
rintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini ttd.
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik WIDODO EKATJAHJANA
Indonesia.
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Ditetapkan di Jakarta TAHUN 2017 NOMOR 809
pada tanggal 6 Juni 2017
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BN )

- PEMBERIAN KERINGANAN DASAR PENGENAAN PAJAK

! KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PAJAK YANG

TERUTANG TAHUN PAJAK 2008 SAMPAI DENGAN
.TAHUN PAJAK 2017

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
| Nomor 58 Tahun 2017, tanggal 12 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
IBUKOTA JAKARTA, . tapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian
Keringanan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan |
Menimbang : Bermotor Untuk Pajak yang Terutang Tahun Pa-
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan jak 2008 Sampai Dengan Tahun Pajak 2017; '

Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah, Gubernur karena jabatan- = Mengingat : |
nya dapat memberikan keringanan pajak seting- | 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

gi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari dasar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
pengenaan pajak atau pokok pajak; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap selisih Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

' * penetapan Pajak Kendaraan Bermetor yang teru- = 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
tang tahun pajak 2008 sampai dengan tahun pa- Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus I|bukota |
jak 2017, perlu diberikan keringanan dasar pe- Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Repu-

I ngenaan Pajak Kendaraan Bermotor; blik Indonesia;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beber-

apa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016

Keringanan dasar pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, di- |
berikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) |

sehingga Pajak Kendaraan Bermotor {PKB) terutang

. setelah diberikan keringanan menjadi sama dengan
besaran ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor yang |

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemu- |

ngutan Pajak Daerah;

i terutang untuk periode 1 Januari 2008 sampai de-

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pa- |
jak Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah |

dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang |
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah |

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2016 ten-
tang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Ken-
dafaan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Tahun 2016;

Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2016 ten-
tang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor;

Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 ten-
tang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan
Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KER-
INGANAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR UNTUK PAJAK YANG TERUTANG TAHUN
PAJAK 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2017.

(1)

2

Pasal 1
Gubernur memberikan kewenangan dasar penge-
naan Pajak Kendaraan Bermotar untuk pajak yang
terutang tahun pajak 2008 sampai dengan tahun
pajak 2017. "
Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
hasil perkalian dari 2 {dua) unsur pokok yaitu :
a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan

b. Bobot yang mencerminkan secara relatif

tingkat kerusakan jalan dan/atau pencema-’

ran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan
Bermotor.

Pasal 2

ngan 29 Maret 2017.

Pasal 3

Dalam hal setelah diberikan keringanan se-
| bagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pajak Kenda-
raan Bermotor {PKB) terutang menjadi lebih besar,
atas kelebihan pembayaran pajaknya diproses sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah |
| memproses pemberian keringanan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pa-

sal 3 melalui pejabat yang ditunjuk.

Pasal b

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah

Khusus |Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2017
Pit. GUBERNUR PROVINS|I DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
.pada tanggal 18 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
ttd
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 61020 ‘

(BN )
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